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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya
pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataan;

bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kota
Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan
melindungi nilai-nilai budaya, agama dan Kkarakteristik Kota
Yogyakarta;

bahwa Peraturan Daerah Kota yang mengatur tentang lzin usaha di
bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang
Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,
sehingga perlu disesuaikan dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.5025)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-
012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha
Pariwisata,;

Keputusan  Menteri  Kebudayaan dan  Pariwisata  Nomor:
KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah
Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Yogyakarta Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
25 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 — 2029 (
Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

A

m,

Daerah adalah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan
geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

10.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan

usaha pariwisata.

11.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

12.Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan

kepariwisataan.

13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda

pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada perusahaan
untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.



BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
manfaat;
kekeluargaan;
pemerataan;
keseimbangan;
kemandirian;
kelestarian;
partisipatif;
berkelanjutan;
demokratis;
kesetaraan;
kesatuan; dan
profesionalisme.
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Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

membuka lapangan kerja;

melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
mengangkat citra Daerah;

memupuk rasa cinta tanah air;

memperkuat kearifan lokal; dan

mempererat persahabatan antar Daerah dan antar bangsa.
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BAB Il
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep
hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa,
hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan
lingkungan;

menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;

meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
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menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang
merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan
antar pemangku kepentingan;

g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5
(1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
a. Industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
C. pemasaran; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

(2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara
lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya
saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 7

(1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata,
pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata
secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung
penyediaan produk lokal kepariwisataan.

(3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya
Daerah.

(4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan
fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana
kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat
Pemasaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ antara lain
meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kota,
Propinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran
yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Yogyakarta sebagai destinasi
pariwisata yang berdaya saing.



